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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana

korupsi, tugas dan wewenang kejaksaan di negaranegara lain, dan mekanisme penanganan perkara korupsi

di kejaksaan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus dilihat dari aspek

historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis; peranan jaksa berkaitan dengan penyidikan, ada empat

kelompok yang dianut oleh berbagai negara, yaitu: jaksa memiliki wewenang penyidikan tindak pidana,

jaksa memiliki wewenang penyidikan tindak pidana tertentu, jaksa tidak memiliki wewenang penyidikan

namun diberikan wewenang supervisi penyidikan, jaksa tidak memiliki wewenang penyidikan dan supervisi

penyidikan; mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di kejaksaan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu

tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap upaya hukum dan eksekusi, dimana

pelaksanaannya dilakukan oleh bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus, yang struktur

organisasinya berkarakter birokratis, sentralistis, pertanggungjawaban hierarkis dan sistem komando.

......This thesis discusses the rationale for the authority of the prosecution service in the investigation of

corruption, tasks and powers of the prosecution services in other countries, and mechanisms of corruption

cases handling in the prosecution service. This type of research is the juridical-normative. The results of

research reveal that the rationale for the authority of the prosecution service in the investigation of

corruption should be viewed from the aspect of historical, sociological, strategic environment, and juridical;

the role of the prosecutor relating to the investigation, there are four groups adopted by various countries:

the prosecutor have the authority to criminal investigations, the prosecutor have the authority of certain

criminal investigations, the prosecutor do not have the authority of investigations but given the authority

supervising the investigations, the prosecutor do not have the authority to investigations and supervise the

investigations; mechanisms of corruption cases handling in the prosecution service consists of four stages,

stage of inquiry, investigation, prosecution, legal remedy and execution, and the implementation is done by

the intelligence and special crime division, the organizational structure characterized by bureaucratic,

centralized, hierarchical accountability and command system.
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